
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Penet.apan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pcmbcntul<an Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tah~ 1953 Nomor 9, T~bahan Lcmbaran 
Negara Republik Indones1a Nomor 352) Sebagai Undang-Undang 
(Leml)e.raJ\ Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2 
Undang-Undan& Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

· (Letnl)e.raJ\ Neprt Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; ' 

Mengingat: 

Mcnimbang : a. bahwa scsuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala 
Dae rah; 

b. bahwa schubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas 
dan dalam rangka efekifitas , efisienei dan akuntabilitas dalam 
pclaksanaan Anggarall Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017, malca pcrlu meninjau 
kembali Pcraruran Bupati Sintang Nomor 140 Tahun 2016 tentang 
Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten 
Sintang At.as Bcban Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalarn 
huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan Peraturan Bupati Sintang 
tent.an& Perubahan At.as Pcraturan Bupati Sintang Nomor 140 
Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan 
Pcmerint.ah Kabupaten Sintang A!As Beban Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Ka bu paten Sm tang Tahun Anggaran 2017; 

f 

BUPATI SINTANG, 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI S!NTANG NOMOR 140 TAHUN 2016 
TENTANG STANDAR SATUAN BIAVA DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARANPENDAPATAN 
DAN BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI SlNTANG 

NOMOR~1 TAHUN 2017 

BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 
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Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 140 :ahun 2016 tentang Standar 
Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Sintang At.as Behan Anggaran 
P.:ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Serita 
Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 140) diubah sebagai berikut: 

I. Kctentuan Pasal 5 diubah, eehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI S!NTANG NOMOR 140 
TAHUN 2016 TENTANO STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGOARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG 
TAHON ANGGARAN 2017. 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN: 

0]12)9 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak 
Penghasilan Bagi Pcjabat Ncgcra, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para pensiunan 
Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kcpada Keuangan Negara 
Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3577); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2016 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7); 



Diundang1can di Sintang 
Pada tanggal , s M•• 2017 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SINTANO, 

/JAROT WINARNO 

BUPATl SlNTA 

Oitetapkan di Sin~g 
pada tanggaJ I 5 Ma 2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, me_merintahk:an pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Benta Oaerah Kabupaten Smtang. 

Pasal n 

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksa.nakan pada 
tanggal l Januari 2017. 

Pasal 6A 

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim/Kepanitiaan sebagaimana dim.aksud 
pada ayat (1) huruf a memerlukan tarnbahan anggota Tim/Kepanitiaan yang 
berasal dari Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar SK.PD/Unit Kerja, 
dan/atau tambahan anggota Tim/Kepanitiaan yang berasaJ dari non Pegawai 
Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan 
mempertimbangkan urgcnsi dan terkait dcnga.n kegiatan yang dilaksanaka.n, 
dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk 
a.nggota Tim/Panitia. 

2. Diantara Pasal 6 dan PasaJ 7 disisipkan 1 (satu) Pasal ya.kni PasaJ 6A yang 
berbunyi sebagai berikut : 

b, Tim/Kepanitiaan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 5 

(1) Honorarium Tim/Kepanitiaan diberikan kepada seseorang yang berdasarkan 
s1:11"at keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu 
Tim/KepamtJaan sebagai berikut: 

a. Tim/KepM:itiaan yang dibentuk untuk mela.ksanakan tugas tertentu 
kep~da PeJabayP~gawai Aparatur Sipil Negara dari SK.PO/Unit KetJ~· 
bersifat kO?rdmatif y~ melibatkan Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil 
N_egara dari SKPD/Umt Kerja lain yang terkait dengan kegiatan yang 
dila.ksana.kan; dan/atau 
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